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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian akhir dari penulisan ini adalah untuk mengambil kesimpulan dari setiap hasil

analisis yang dilakukan dan memberikan rekomendasi atau saran terhadap isu atau

permasalahan yang dihadapi dengan memberikan solusi atas evaluasi penggunaan lahan

permukiman di Kota Payakumbuh.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

Berdasarkan Kesimpulan dari penggunaan lahan berdasrkan kelerengan yang terdapat

di Kota Payakumbuh, Untuk kawasan permukiman yang boleh dibangun terdapat pada

kemiringan lereng dibawah 15% dengan luas 1.661,50 Ha, sedangkan kawasan

permukiman yang tidak boleh dibangun beradapa pada kemiringan lereng diatas 15%. akan

tetapi setelah di identifikasi masih ada kawasan permukiman yang berada pada kemiringan

lereng diatas 15% dengan luas 13,5 Ha, Sedangkan untuk kawasan industri yang boleh atau

layak dibangun pada kemiringan lereng 0-25% dengan luas 2,278 Ha. dan untuk kawasan

industri dengan kemiringan lereng 25-40% dengan luas 0,005 Ha bisa dikatakan layak

berdasarkan dengan syarat dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaiakan

kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1.000 Mdpl, Akan tetapi ketinggian pada Kota

Payakumbuh kurang dari 1.000 Mdpl, maka penggunaan lahan kawasan Industri dengan

kelerengan di Kota Payakumbuh bisa dibilang layak pembangunan Industrinya dengan luas

2,283 Ha. Sedangkan untuk kawasan TPA yang boleh atau layak dibangun pada

kemiringan lereng dibawah 20% dengan luas 4,68 Ha. dan untuk kawasan TPA yang tidak

boleh atau tidak layak dibangun pada kemiringan diatas 20% dengan luas 4,79 Ha, akan

teteapi setelah di identifikasi terdapat TPA berada di kawasan tidak layak dijadikan untuk

pembanguanan TPA pada kemiringan lereng diatas 20%.

Kesimpulan dari penggunaan lahan permukiman berdasarkan jarak terdekat dari

Sempadan Sungai, Industri, TPA, dan Peternakan, Untuk kawasan Sempadan Sungai

terdapat beberapa permukiman yang terkena dampak ketidak sesuaian atau tidak layak

untuk di jadikan tempat permukiman yaitu dengan jarak kurang dari 100 m dengan luas

55,17 Ha. Maka seharusnya kawasan Sempadan Sungai berjarak lebih dari 100 m dari

permukiman agar tidak terkena dampak negatif seperti air meluap atau banjir bandang

secara mendadak. Berdasarkan luas permukiman yang ada di Kota Payakumbuh adalah
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1.675,01 Ha, dan permukiman yang terkena dampak dari sempadan sungai atau tidak layak

seluas 55,17 Ha. Jadi luas permukiman yang tidak terdampak atau layak terhadap

sempadan sungai sisanya tertinggal 1.619,84 Ha. Untuk kawasan Industri terdapat

beberapa permukiman yang terkena dampak ketidak sesuaian atau tidak layak untuk di

jadikan tempat permukiman yaitu dengan jarak kurang dari 2 km atau 2.000 m dengan luas

402,59 m. Maka seharusnya kawasan Industri seharusnya berjarak lebih dari 2 Km atau

2.000 m dari permukiman agar tidak terkena dampak negatif seperti polusi udara.

Sedangkan luas permukiman yang ada di Kota Payakumbuh adalah 1.675,01 Ha, dan

permukiman yang terkena dampak terhadap Industri seluas 402,59 Ha. Jadi luas

permukiman yang tidak terdampak atau layak terhadap industri tertinggal 1.272,42 Ha.

Untuk kawasan TPA terdapat beberapa permukiman yang terkena dampak ketidak sesuaian

atau tidak layak untuk di jadikan tempat permukiman yaitu dengan jarak kurang dari 1 km

atau 1.000 m dengan luas 19,31 Ha. Maka seharusnya kawasan TPA berjarak lebih dari 1

Km atau 1.000 m dari permukiman agar tidak ada pencemaran lindi, kebauan, penyebaran

vektor penyakit, dan aspek sosial. Sedangkan luas permukiman yang ada di Kota

Payakumbuh adalah 1.675,01 Ha, dan permukiman yang terkena dampak terhadap TPA

seluas 19,31 Ha. Jadi luas permukiman yang tidak terdampak atau layak terhadap TPA

tertinggal 1.655,70 Ha. Untuk kawasan Peternakan terdapat beberapa permukiman yang

terkena dampak ketidak sesuaian atau tidak layak untuk di jadikan tempat permukiman

yaitu dengan jarak kurang dari 500 m dengan luas 682,49 Ha. Maka seharusnya kawasan

Peternakan berjarak lebih dari 500 m dari permukiman agar tidak ada pencemaran udara

seperti bau. Sedangkan luas permukiman di Kota Payakumbuh adalah 1.675,01 Ha, dan

permukiman yang terkena dampak terhadap Peternakan seluas 682,49 Ha. Jadi luas

permukiman yang tidak terdampak atau layak terhadap peternakan tertinggal 992,52 Ha.

Berdasarkan identifikasi penggunaan lahan permukiman yang terdampak berdasarkan jarak

terdekat terhadap Sempadan Sungai terdapat kawasan permukiman yang seharusnya tidak

boleh dibangun, sedangkan identifikasi penggunaan lahan permukiman yang terdampak

berdasarkan jarak terdekat terhadap Industri terdapat kawasan permukiman yang

seharusnya tidak boleh dibangun sedangkan identifikasi penggunaan lahan permukiman

yang terdampak berdasarkan jarak terdekat terhadap TPA terdapat kawasan permukiman

yang seharusnya tidak boleh dibangun sedangkan identifikasi penggunaan lahan

permukiman yang terdampak berdasarkan jarak terdekat terhadap Peternakan terdapat
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kawasan permukiman yang seharusnya tidak boleh dibangun. Berdasarkan peraturan

masing-masing dengan jarak yang telah ditentukan.

Maka didapatkanlah kesimpulan dari Penggunaan Lahan Permukiman berdasarkan

Kelayakan dari Kelerengan dan Jarak Terdekat di Kota Payakumbuh adalah banyaknya

permukiman yang seharusnya tidak layak dibangun pada beberapa daerah Kota

Payakumbuh tersebut, dikarenakan terkendala oleh kelerengan dan jarak terdekat terhadap

sempadan sungai, Industri, TPA, dan Peternakan yang sudah ada sekarang dengan luas

1.173,07 Ha, Sedangkan permukiman yang layak berdasarkan Kelerengan dan Jarak

terdekat di Kota Payakumbuh adalah seluas 501,94 Ha.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan evaluasi penggunaan lahan permukiman di Kota

Payakumbuh terdapat rekomendasi atau saran yaitu :

Seharusnya pemerintah melakukan sosilaisasi kepada masyarakat tentang lahan

permukiman, agar masyarakat tahu dan mematuhi aturan yang telah di tetapkan pemerintah,

supaya kedepannya tidak ada lagi lahan permukiman baru yang berada di atas perbukitan

sedang sampai perbukitan terjal atau berada di kelerengan 15% ke atas untuk

pembangunan lahan permukiman. Sedangkan untuk TPA pemerintah melakukan tinjauan

kembali apakah masih bisa atau layak dijadikan kawasan TPA, yang takutnya nanti

berdampak longsor dan bau pencemaran udara apabila dipaksakan atau solusi lain mencari

tempat baru yang sesuai kriteria untuk pembangunanan TPA.

Sedangkan Solusi dari penggunaan lahan permukiman yang terdampak berdasarkan

jarak terdekat terhadap Sempadan Sungai, Industri, TPA, dan Peternakan yaitu pemerintah

seharusnya melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat untuk mencari tempat

yang layak untuk bisa dijadikan kawasan pembangunan, agar kedepannya tidak ada

masyarakat yang salah melakukan pembangunan apapun pada kawasan yang terdampak

berdasarkan jarak terdekat terhadap Sempadan Sungai, Industri, TPA, dan Peternakan.

Solusinya seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi dan mengarahkan

masyarakat untuk mencari tempat yang layak untuk bisa dijadikan kawasan permukiman,

sedangkan untuk sekarang pemerintah mencari lahan yang jauh dari kelerengan diatas 15%

keatas dan jauh dari jarak terhadap Sempadan Sungai, Industri, TPA, dan Peternakan, agar

untuk kedepannya tidak ada lagi pembangunan permukiman yang tidak teraratur untuk

pembangunannya, karena sudah ada arahan dari pemerintah, apabila melanggar nanti di

kasih sanksi sesuai peraturan yang akan ditetapakan untuk kedepannya.
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